LAPORAN SINGKAT KOMISI VI DPR RI

B I D A N G

INDUSTRI,  BUMN RI, BUMN RI DAN UKM, BUMN DAN INVESTASI

______________________________________________________________________

	Tahun Sidang
	:
	2012-2013

	Masa Persidangan
	:
	II

	Jenis Rapat
	:
	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirjen IKM Kementerian Perindustrian RI  

	Sifat Rapat
	:
	Terbuka

	Rapat ke
	:
	06 (enam)

	Hari/Tanggal
	:
	Rabu, 5 Dersember  2012

	W a k t u
	:
	Pukul 18.35 s.d 22.30  WIB

	Tempat
	:
	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI

	Ketua Rapat 
	:
	Aria Bima (wakil Ketua Komisi VI DPR RI) didampingi oleh : Dr. Benny K. Harman, SH, MH (Wk. Ketua Komisi VI DPR-RI)

	Sekretaris Rapat
	:
	Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset. Komisi VI DPR RI)

	A c a r a
	:
	1. Pengantar Ketua Rapat

2. Penjelasan  Dirjen Industri Kecil dan Menengah  (IKM) Kementerian Perindustrian RI atas pertanyaan tertulis Komisi VI DPR-RI terkait dengan Bantuan Alat Produksi IKM.
3. Tanya jawab

4. Lain-lain.

	Anggota Hadir
	:
	1. Dirjen IKM Kementerian Perindustrian  beserta jajaran 
2. ….... dari 49 orang Anggota Komisi VI DPR RI


I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat  Komisi VI DPR RI dibuka pada pukul 14.25 WIB dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda utama Rapat Dengar Pendapat pada hari ini adalah pembahasan mengenai program dan bantuan Alat Produksi IKM kepada para pelaku IKM.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Dirjen IKM Kementerian Perindustrian RI untuk menjelaskan atas pertanyaan tertulis Komisi VI DPR-RI terkait dengan  program dan bantuan Alat Produksi IKM.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota  Komisi VI DPR-RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas terkait dengan bantuan Alat Produksi IKM.
II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT : 
1. Komisi VI DPR-RI meminta Dirjen IKM Kementerian Perindustrian RI untuk terus menerus meningkatkan bantuan alat Produksi IKM secara tepat guna dan tepat sasaran kepada para pelaku Industri, unit, dan lembaga sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Komisi VI DPR-RI meminta kepada Dirjen IKM terus menerus melakukan pembinaan terhadap pada Pelaku IKM  dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan industry di wilayah tertinggal, perbatasan, pasca bencana dan atau pasca konflik  khususnya dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kompetensi lokal dalam rangka meningkatan daya saing daerah.
3. Komisi VI DPR-RI meminta Dirjen IKM Kementerian Perindustrian RI untuk melakukan optimalisasi terhadap  anggaran pada Dirjen IKM Tahun 2013 yang dialokasikan untuk Bantuan Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp. 423.052.966.000,- Anggaran tersebut terdiri dari anggaran pusat sebesar Rp. 312.443.236.000,- dan Anggaran Dekonsentrasi di 33 Provinsi sebesar Rp. 110.609.730.000,- 
III. PENUTUP 
Rapat Dengar Pendapat ditutup pada pukul 16.30 WIB.
PIMPINAN KOMISI VI DPR-RI

KETUA RAPAT,

ARIA BIMA
A-362
Pendalaman Anggota Komisi VI DPR-RI

1. Hendrawan Supraktikno

· Perlu dibikin Tim Kecil

2. Ferary Romawi :
· Perlu dibahas lebih mendalam

Catatan Rapat Dengar Pendapat Lanjutan Komisi VI DPR-RI 

dengan 

Deputi Bidang Usaha Industrtri Strategis dan Manufaktur dan

Dirut PT. Telkom dan Dirut PT. Telkomsel (Persero)

Rabu, 24 Oktober 2012 Pukul 19.30 WIb

Rapat dibuka Pada Pukul 19.35 WIB.

Ketua Rapat :  Ir. H. Airlangga Hartarto, MMT, MBA
Pendamping : DR. Benny K. Harman, SH

Penjelasan Tertulis atas pendalaman dan pertanyaan lisan Anggota Komisi VI DPR-RI 

Ketidak mauan membayar karena Telkomsel tidak membayar kepada PJI 
Kerjasama Telkomsel dengan PT. Prima
1. Yayasan Olahragawan Indonesia dan Telkomsel pada tanggal 16 Juli 2010 menandatangani  MoU.1022/LG.05/PD-00/VII/2010 Rencana peningkatan kesejahteraan atlet-atlet Indonesia 

2. Yayasan Olahragawan Indonesia dengan Telkomsel tanggal 22 Februari 2011 menandatangani BAK (Beriata Acara Kesepatakan) Pendistribusian Produk Telkomsel dalam mendukung komunitas prima.

3. PT. Prima Jaya Informatika dengan Telkomsel tanggal 1 Juni 2011 Penunjukan PJI oleh YOI untuk pelaksanaan MoU dab BAK. 

PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011 PJI sebagai mitra distribusi dan penjualan produk Telkomsel untuk komunitas Prima.
Pendalaman Anggota Komisi VI DPR-RI
A. Prof. Hendrawan Supratikno

     Ada ketidaksemena-menaan oleh PT. Telkomsel kepada PJI.

Mengundang Rapat Dengar Pendapat Umum dengan  PJI di Komisi VI DPR-RI untuk didengar pendapatnya. 
Diusulkan dibentuk Panja tetapi tidak hanya terbatas pada Telkomsel panja kinerja BUMN yang memperoleh perhatian public PLN dan lain-lain.

B. Sugiono 

Berapa biaya debitur yang mendaftar pasca putusan pailit.

C. Hari Kartana

Jangan terjadi masalah yang berkepanjangan tentang regulasi, harus ada kepastian dari Kementerian BUMN.

Dibentuk Panja khusus Panja Kinerja.

D. Refrizal
E. Abdurahman Abdullah

Perlu pendalaman untuk pengawasan Kinerja.
F. Nasril Bahar 
Perlu mengevaluasi kinerja BUMN

Biarkan Telkom dan Telkom menghadapi permasalahannya

Tidak sependapat untuk dibentuk Panja Kinerja PT. Telkomsel.

Kesimpulannya hanya mendorong upaya hukum dan mengevaluasi kinerja BUMN.
Karena ini adalah perusahaan Tbk. Kaerna Dewan fungsinya adalah melakukan pengawasan,Tidak mengharapkan dua kali RDP tidak ada hasilnya mengambang.

G. Chandra Tirta Wijaya
Meminta kepada Telkomsel untuk berupaya maksimal terhadap kasus kepailitan ini sampai ke Komisi Yudisial.

H. Muhammad Azhari 

Perlu membantu mencari penyelesaian masalah terkait kinerja Telkomsel.
Menyangkut setoran deviden agar tidak terganggu perlu pengawasan.

Menyerakan kepada Keputusan Komisi VI DPR-RI apakah perlu dibentuk Panja atau tidak untuk menyelesaikan persoalan.

I. Ibnu Munzir

Perusahaan BUMN sekelas Telkomsel tidak semestinya tersandung masalah oleh perusahaan kecil.
Tidak ada bukti tidak ada alas an hukum dari hakim untuk mengalahkan Telkomsel
Seakan-akan terjadi sesuatu diluar skenario.

Dikhawatirkan ada skandal dalam sekala besar untuk mengalahkan Telkomsel

Patut untuk dibentuk Panja untuk menelusuri permasalahannya diajukan ke Komisi Yudisial.

Ada indikasi kerugian Negara maka patut untuk dibentuk Panja Kinerja untuk menelusurinya.

J. Muhajir.
K. Rachel Maryam
Mendukung dibentuk Panja.

L. Chairuman
Gugatan kepailitan adalah masalah yang sangat serius 

Setuju untuk dibentuk Panja.

M. Benny K. Harman

Apa bentuk pembinaan dari Deputi BUMN

Pernahkah Kementerian memanggil Dirut PT. Telkom dan Telkomsel.

Soal kepailitan itu urusan pengadilan, tetapi Komisi VI DPR-RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk menjelaskan terhadap Kinerja.

Meminta Fokus kepada Kinerja PT.

Ada indikasi Direksi Telkomsel 

Terkait kinerja Telkomsel tidak ada hubungan dengan kepailitasn 

Komisi VI DPR-RI perlu tahu lebih dalam terhadap kinerja Telkom dan Telkomsel.

Apa bentuk pengawasan yang dilakukan 
Bentuk Panja focus terhadap masalah kinerja.

Kalau Telkomsel punya masalah hutang mengapa tidak dilakukan upaya hukum.

Banyak penjelasan yang agak janggal.

Jawaban seperti ini perlu didalami.

Jawaban seperti ini perlu pendalaman.

Ketua :
Proses hukum yang sedang berlangsung silahkan berjalan

Yang kedua mengenai kinerja akan dibahas dalam Rapat Internal Komisi VI 

Akan dibahas beberapa pengawasan terkait dengan Kementerian BUMN

Seberapa jauh Kementerian BUMN terinformasi masalah kepailitan.

Rapat akan ditutup tanpa kesimpulan dan pengawasan akan tetap berjalan,

Dan akan mengundang Rapat Kerja dengan Menteri BUMN untuk 

Mendorong untuk diselesaikan secara hukum
Tetapi meminta kepada Deputi BUMN untuk melakukan pengawasan.

Catatan :

· Komisi VI DPR-RI jika perlu melakukan Rapat dengan Telkomsel.
· Meminta kementerian BUMN Opini Kedua terkait kepailitan Telkomsel.

Rapat ditutup pada pukul 22.30 WIB.
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